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Mengapa KUHP Nasional Perlu Disesuaikan?

rare fwsmonum est i
~f ermire  persevenire  shil-
turn, demikianiah postu

Tat Tatin yang artings membuat
kesalaban itu manusiawd, tetapi
ticlaklah bijaksana terus mem-
pertabankannya

Tidak terasa, masa transisi 3
tabmn dari daya ikat ke daya
Taku dari Undang-Undang Ne-
mor 1 Tahun 2023 wentang
KUHP MNasional akan berlaku
pada 2 Januar 2026, Diharap-
Tarn menjadi mindatur konsti-
tusi darf hukum pidana dan
sistern  pemidanaan  maodern,
KUIP Nasional yang mengy
sung lima misi (dekaloni
dom i, konsolidasi. har
mo . dan modernisasi) me-
nvisakan problem dan kekeli-
ruan untuk diterapkan nanti,

Sckurang-kurangnva, KUIP
Nasional mengamanatkan dua
undang-undang, vaitu RUT Ta-
ta Cara Pelaksanaan  Pidana
Bati dan BULT Penyeswaian Pi-
sl tign peraturan pe-
merintah, yaitu REP ukum
yang Hidup dalam Masyarakat
HPP Pidana dan Tind: .
ta RPP Perubahan Pidana.
Tl ketentuan peralibun yang
dismanatkan Pasal 613 KUHP
Wasional, KU Penyesuaian Pi-
dana memerintahkan agar se-
liap undang-undang dun per-
aturan daerah (perda) vang me-
muat kelentuan pidana hares
menvesuaikan dengan ketentu-
an Buko Kesatu KUHP Nasi-
onal yang berfungsi sebagai con-
trol mechanism dari hukum pi-
dana Indonesia,

Sebelum masa sidanyg DPR
Terakhir pada tshun 20025 ini,
pemerintah memiliki wakin sa-
npgal simghat dalam mengajukan
RUU Penvesuaion Pidana un-
tuk dibahas hersama DPR. Se-
jauh mona urgensi don efek-
Livitas beleid ini guns memas-
tikan KUHP Nasional dapat
memberikan kepastian hukum,
femantaatan, dan keadilon®?

Sejumiah penyesuaian
Spjumlah prodan kontea pun
mencuat dari penvusunan 3 bab
dan 35 pasal RUU Penyesuaian
Pidana, Pertama, sekurang-ku-
rangyn terdapat 191 undang

bert Aries

All
Fengajar P11 Trisaki, nggeta Maohupilid dan \sporhupiki

nndang bersankesi Dld‘ltl"ldl Iuar
KUHP vang perly disesuaikan
korena sebelumnya tidak per
nah ada standandisasi penen-
tuan pidana denda scjak 1960
hingga KUHP Nasional disah-
Kan tahun 20524,

Selain itu, masih ada undang-
undang di lnar KUIIP yang
mengatur ancaman pidana mi-
nimum khusus vang perlu di-
hapuskan, Sementara ini hanya
ada lima tindak pidana kbusus,
vaitu pelanggaran HAM berat,
korupsl, narkotiba, terorisme,
dan pencucian yang sanggup
memenubi seluruh persvaratan
kumulatif dadam Penjelasan Pa-
sal 187 KUITP Nacional sehing-
g dapat menyimpangi keten-
tuan pidana minimum khusus,

Kedua, perlu  penyesuaian
terhadap  ketentuan - p
denda dari perataran’ perun-
dang-undangan di luar KUIIP,
termasuk perda, Dengan batas-
an tertentu, pidana denda me-
rupakan cara lain menjatuhkan
pidana penjara (stroffeoais).
Hal ini merupikan konsekuensi
dihapuskannya pidana kurung-
an karena kejahatan dan pe-
langzaran tak  dibedakan lagi
dalam KUHI* Nasional

Penyesuaian fu menyvasar ke
ribuan perda vang mengatur
samksi pickana kurungan sehing-
#a pidana kurungan kurang dari
& bulan divbab menjadi pidana
denda paling banvak kategori 1,
pidanzs kurungan & bulan atag
lebih menjadi pidana denda pa-
ling banyak Kalegori 11, dan
maksimal pidona denda dalam
perda acdalah denda kategor 111,
wang lelah dibedakan dengan
korporast dengan sanksi pidana
denca minimal kategori 1V

Ironismwa,  ternvata  masih
adla paradigma di benak aparal
penegak bukum, vaitu peneg-
hapusan pidana kurungsn yang
diganti menjadi pidana denda
dulam perda akan mengurangi
efek jera, padabnd dalam kon-
teks  penegakan keterliban
. masih terdapat sonksi
administralil yaog cukup am-
puh untuk dap dittnpkan se-
Bagai konsckuensi dari prinsip
hukum pidana sebagai “ohat
tevakhit”™ (udtimarm remedivm).

Memperbaiki kekeliruan

Tak dapal disangkal, keber-
adaan 14 isu lausial yang scm-
pat mengiringi - pembahasan
KUTIP Nasional, misalnya pasal
penghinaan terhadap presiden,
pidana mati, dan  perzinaan
yang diperluas telah mengalih-
kan fokus dan akhimya menuoai
sejumlah kekeliruan, sekalipun
drafl KULIP sudab  diperiksa
proafreader dari akademisi dan
(11.|.sjamk.il sipil sf.llmmu L
1 ekeliruan ink patut
diakui dan disikapi dengan i
jaks

Diari ‘ﬂ.]].l]l]]:lh penyestaian
vang dilakukan dalam RUL Pe-
pyesuaian (Pidana, ternyata
pengaturan kejahatan inti {eore
critney) dari 5 tindak pidana
khusus dalam Bah XXV KUHP
].hu—u [I]Ll‘l}...l.[)dlll:l" fmasalah le
alah satunva adalah ke-
keliruan dalam Pasal 622 Avat
(1) Huruf w KUHP. Nasional
yvang mencabut Pasal Libsampai
dengan Msal 126 Undang-Un-
dang Nomor 35 Tabhun 2004
tentang Narkotika,

Jika permasalahan vang tim-
bul dari kekeliraan legislasi itu
tiakak diperhaiki dalam RUL Pe-
nyestaian Pidana, misalnya ter-
kait pencabutan Pasal 111 UL
Narkotika tentang tindak pi-
dina menanam, memelibara,
m(.:mllk.l MEnVINPan, mengi-
1oatan menyediskan Nar-
kot]k;\ Golongan 1 dalam ben-
tuk Lanaman, miaka konscko-
ensinva, narapidana narkoti
yang menjalani pidana di 1 5
akon dibapuskan ])clakaun'\n
oya  demi hukum  Rarena
perubahan perundang-undang-
an

Awalnya, kekeliruan tersehut
Lendak diperbaiki melalul KUY
Penyesuaian pidana sehinga
pengaturanaya hanyva Fasal 112,
Pasal 113, Pasal 117, Pusal 11K,
Pasal 122, dan Pasal 123 UU
Narckotika saja yang  dicabut
KUHP Nasional dan sisarva
tetap ada diator dalam UL Nar-
leotilca,

Kuharnya, perkembangan
terbaru dalam RUU Penvesu-
alan pidana justru htnd:lk men-
cabut Pasal 111 s
Pasal 130, Pasal 134 Pasal 137,

Fasal 138, Pasal 144. dan Pasal
148 UL Narkotika yany seolah-
alah mengandung "revisi besar”
atas ketentuan pidana dalam
UL Narkotika sehingga bisa
menjauhkan KUHP  Nasional
dari semangal konsolidasi dan
rekodifikasi  terbuka-terbatas,
Namun ironisova, hal ind tidak
dikritisi masvarakat sipil,

Untuk itu, mengingat potensi
kekacavan hukum pascaberls-
Yunva KUNFP Nasional dan
undanghkannya UL Penyes
pada tanggal yang sama, perlu
diztur ketentuan penutup da-
lam RUL Penyvesuaian Pidana,

vang intinya rnemgm.knn hah-

wa "Penyesuaian vang dilaku-
R UL Penvesusian  Pidana
Khususnya terhadap KUILP K
sional tidak dimaknai sebagai
perubahan  peraturan  perin
dang-undangan  sehsgaimana
dimaksud Pasal 3 KUIFP Na-
sional”,

Adapun wpumentasi dard pe-
nulis adalah karena daya lako
EUHP Nasional schagai hukum
positif sana s i belum ber-
laku hingga sast ini sehingm
dengan berlakunya UL Penye-
suaian Pidana e aan ile-
ngan KUHP Nasional horus di-
anggap satu Resatuan wtuh vang
tidak terpisahkan dengan segala

penyesuaian dan perbaikan-
Iy
Pergeseran paradlgma

Dari sejurmnlah s an

diseminasi KUHP
menurt penulis. hal 1 ler-
penting bukanlah soal pema-
haman normatils belaka, me-
Tainkan apabah aparat penegk
Db dan masvarakat sudah
siap unluk mengganti wajah
lhudon peidanaan lama vang
hersumber dari keadilan retri-
butit, lalu menggunakan wajal
haru keadiban korektif, reha-
Bilitatif, dan restoratif™
Pergeseran paradigmas (shiff-
Ing paradige) ini sevogionya
merupakan proses fers-mene-
rus yang harus dibangon dalam
diri dan perspekif apurat pe-
negak hukum sebagai struktur
hukum (Jegal strecture), vang
Jugn tak akan berhasil tanpa
dukungan davi budayva hulum

masyarakat (Jegal cidiure). Ka
rakter nsang untuk menerap-
kan sanksi pidana sebagai pi
lihan utama (ffeef opiion) untuk
mez:w]e-.:ulmn pcrm’mhhan
: 1 dan administrasi harus
dikikis aparat penegak hukum
dan publik.

Uptuk itu, persulis mengusul-
kan tambahan norma dalam Pa-
sal 613 RUD Penyesuaian Pi-
dana, waitu dalam hal undang-
undang di luar KUTIP merepa-
kan undang-undang  adminis-
trabif yang bersanksi pidana,
maka upava pembinaan dan pe-
nerapan  sanksi  administratif
atau sanksi lain haros dida-
hulukan penerapannys daripa-
da penerapan sanksi pidana,

Rubrd i menerima artike! dengan
topik situal, rebevan dan memancka
ke ngan publik, Artikel harma
dikirim ke Dpini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5.000 kzrakter
dengan spad Kirm ke

wiww. kompas.id/kirim-opini
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Beneana di Sumatera
bukti degradasi
lingkungan.

Saatnya ehselusi,
Jangan minta buki lagi.

3

Stres memicu kerontok-
an rambut.

Kalau gunded, mana
yang rontok?

.
Publik jenguh korupsi
kepala daeruh.

Bukan hanya korupst
bhepetu daerah, il

mang
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